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Abstrak :  bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam kegiatan verifikasi faktual dukungan 
minimal pemilih bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka perlu 
dibentuk tim verifikasi faktual kesatu dukungan minimal pemilih bakal calon Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sarolangun tentang Penetapan Tim Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih 
Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

 
Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  2017 tentang Pemilihan Umum  (Lembaran   Negara   
Republik   Indonesia   Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan l e m baran Negara Republik    
Indonesia   Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan 



Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan 
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211). 
 
DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 
199 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 
 
 

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada 
tanggal 14 Februari 2023 

- Lampiran 3 Halaman  

 

 

 

 

 


